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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pengertian Perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut, UU Perkawinan) ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan 

tersebut memberi suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti 

Perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami-istri, sedangkan “tujuan” perkawinan 

dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1  

Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU Perkawinan memiliki potensi 

merugikan untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi 

kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak 

dengan bapak biologisnya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat 

dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup 

anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang 

masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian 

keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga 

																																																								
1	Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, (Jakarta: PT. 
Rajagrafindo Persada. 2016), hal 116.	
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elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. 

Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur 

keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan 

memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah 

sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian sosial-psikologis, yang 

sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan tetap 

mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan 

perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-

sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak 

bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif.2 

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) 

UU Perkawinan yang menyatakan:  

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 

 
Keberadaan pasal tesebut menutup kemungkinan bagi anak luar kawin 

untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Ketentuan 

pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan juga terdapat dalam Pasal 100 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 186 KHI, yang juga menyatakan 

bahwa: “anak yang di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling 

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Pasal tersebut 

sejalan dengan kaidah pengaturan dalam hukum islam dengan merujuk pada 

																																																								
2 	Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 bagian 6. Alasan Berbeda (Concurring 
Opinion), hal 43-44.	



	 3	

pendapat imam mazhab bahwa anak luar kawin hanya memiliki nasab3 dengan 

ibunya.4 Namun hal ini memiliki resiko terhadap perkawinan yang tidak 

dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 

Perkawinan.5  

Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba 

sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh masyarakat mereka 

dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan 

keperdataan masih mendapat pembatasan - pembatasan.6 Kehadiran seorang 

anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup 

memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi 

lingkungan masyarakat setempat.7 Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU 

Perkawinan, kedudukan anak luar kawin akan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah, namun sampai saat ini belum terwujud. Hal demikian berarti 

sarana hukum yang bersedia bagi penyelesaian masalah anak luar kawin 

sampai saat ini belum memadai.8  

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menghasilkan suatu 

perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

																																																								
3	Nasab adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena 
pertalian darah atau keturunan, yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu 
(laki-laki/perempuan, saudara (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya. 
4 	Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU 
Terhadap UUD, (Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses. 2015), hal 209.	
5 	Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 bagian 6. Alasan Berbeda (Concurring 
Opinion), hal 44. 
6	Rosnidar Sembiring, Op.cit., hal 117.	
7	Yosephus Mainake, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan 
Hukum Adat”. Law Review Vol. XIII, No. 1, Juli 2013, Fakultas Hukum Universitas Pelita 
Harapan, hal 71. 
8	Rosnidar Sembiring, Op.cit., hal 117-118.	
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(UU Perkawinan), yaitu adanya perlindungan hak konstitusional anak yang 

lahir dari luar perkawinan. 9  Putusan tersebut diajukan oleh Hj. Aisyah 

Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta agar putra 

dari hasil pernikahan sirri dengan Alm. Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara 

di era Presiden Soeharto yakni Muhammad Iqbal Ramadhan diakui sebagai 

anak Alm. Moerdiono selaku ayah biologisnya. Pada Putusan tersebut, 

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk 

sebagian, yakni: Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang telah disebutkan 

sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat dapat lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga pada 

akhirnya ayat 43 ayat (1) UU Perkawinan harus diartikan sebagai berikut:  

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyi hubungan darah, 
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”.  

 

																																																								
9	Iyah Faniyah, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII 2010 Terhadap 
Hak Waris Anak Perkawinan Siri”. Law Review Vol. XIII, No. 1, Juli 2013, Fakultas Hukum 
Universitas Pelita Harapan, hal 62.	
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Berdasarkan putusan tersebut, maka tampak bahwa putusan ini tidak ada 

disebut menghapuskan atau mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan, hanya saja mengubah makna dari ketentuan pasal tersebut. 

Adapun yang menjadi bagian yang kontroversial tersebut adalah mengenai 

hubungan keperdataan antara anak luar kawin dalam pengertian sempit, atau 

anak luar kawin dalam pengertian luas (termasuk anak zina dan anak 

sumbang). Demikian pula dalam hukum Islam yang dengan tegas telah 

menentukan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan 

laki-laki yang menghamili ibunya. Dalam konteks demikian tidak hanya 

membingungkan, tetapi dapat menimbulkan persoalan hukum pada tataran 

teoritis, juga pada tingkat implementasi norma di lapangan.10 

Sebagai salah satu contoh kasus pengakuan anak luar kawin setelah 

adanya Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut, dapat dijumpai dalam Putusan 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 

0156.Pdt.P/2013/PA JS. Dalam putusan tersebut, Para Pemohon adalah 

pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 

Maret 2013 dan pernikahannya tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kebayoran Lama. Namun, diketahui Pemohon II telah melahirkan 

seorang anak perempuan hasil dari hubungannya dengan Pemohon I sebelum 

pernikahan tersebut terlaksana baik secara agama maupun negara, tepatnya 

pada tanggal 2 Maret 2013. Para Pemohon bermaksud untuk memperoleh 

kepastian hukum terhadap anak perempuannya sebagai anak dari Para 

																																																								
10	Bachtiar, Op.cit., hal 210.	
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Pemohon sehingga anak tersebut tidak hanya memiliki hubungan keperdataan 

dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi juga memiliki hubungan keperdataan 

dengan ayah biologisnya. 

Sehubungan dengan permasalahan yang cukup unik dan menarik diatas, 

penulis merasa perlu meneliti lebih dalam lagi terkait akibat dari adanya 

Putusan Mahmakah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu penulis terdorong 

untuk mengajukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI IMPLIKASI PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU/VIII/2010 (STUDI KASUS 

PUTUSAN NOMOR 0156/PDT.P/2013/PA JS.) 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan 

dalam penulisan proposal skripsi ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengakuan anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

(UU Perkawinan), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan dan Hukum Islam? 

2. Bagaimana hubungan keperdataan anak hasil zina dengan Ayah 

biologisnya dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 

0156/Pdt.P/2013/PA.JS sebagai implikasi adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penulisan tugas akhir penulis ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, menelusuri dan menganalisis pengakuan anak luar 

kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hukum 

Islam. 

2. Untuk menelusuri, memahami dan menganalisis implikasi adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan 

keperdataan anak hasil zina dengan ayah biologisnya dalam Putusan 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0156/Pdt.P/2013/ PA.JS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penulisan penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum 

dalam aturan pengakuan anak luar kawin di Indonesia. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan dasar acuan bagi penelitian-penelitian 

tentang pengakuan anak luar kawin khususnya setelah adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para pihak terkait dengan 

permasalahan hukum mengenai anak luar kawin di Indonesia. 

b. Dapat dijadikan sebagai rujukan masalah oleh para pihak dalam 

memecahkan persoalan yuridis terkait anak luar kawin di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Demi mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan untuk 

memberi gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai 

dengan aturan penelitian hukum, maka penulis akan memuat uraian dan 

penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan isi dari 

penelitian ini dari bab pertama hingga bab terakhir. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan merupakan pengantar untuk masuk ke dalam 

poko permasalahan yang akan dibahas melalui lima bagian yang 

terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sisstematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Isi dari bab tinjauan pustaka akan terbagi menjadi landasan teori 

dan landasan konseptual yang menjelaskan teori secara umum dan 

menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan 

dan anak luar kawin menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian ini penulis akan menjelaskan 

mengenai jenis penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan 

data, pendekatan penelitian, sifat analisis, serta hambatan dan 

penanggulangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS 

Dalam bab hasil penelitian dan analisis ini penulis akan 

menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan anak luar kawin 

menurut KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Administrasi 

Kependudukan, serta hukum Islam dan tentunya implikasi dari 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

terhadap perkembangan hukum pengakuan anak luar kawin 

dewasa ini. Selain itu penulis juga akan menjabarkan hasil analisis 

implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tesebut terhadap 

hubungan keperdataan anak hasil zina dengan ayah biologisnya 

dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 

0156/Pdt.P/2013. 

 BAB V PENUTUP  

Pada bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan 

saran, penulis akan menyimpulkan isi dan hasil dari bab-bab 

sebelumnya secara keseluruhan dan penulis juga akan 

memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian penulis. 




